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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Mengapa audit HKI pada perusahaan 
perlu dilakukan guna mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan? 2) Sejauh mana 
peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual mampu mengakomodasi kepentingan 
ekonomi perusahaan? 3) Bagaimana konsep ideal agar audit HKI menjadi suatu 
kebutuhan untuk menjaga kepentingan ekonomi perusahaan? Metodei yangi 
digunakani dalami penelitiani inii adalahi yuridisi normatifi dengani pendekatani 
perundang-undangan,i pendekatani konsep,i dani studii kasus.i Hasili penelitiani 
mengungkapkani bahwa:i 1)i Konsepi "perseroan"i pertamai kalii munculi dalami 
Pasali 6i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Dagangi (KUHD),i yang memuat ketentuan 
mengenai kewajiban pencatatan bagi setiap individu yang menjalankan kegiatan dalam 
bentuk perseroan. 2) Secara umum, peran pemerintah bersama sektor swasta sangat 
krusial dalam membentuk struktur perekonomian nasional. Sinergi yang terjalin secara 
berkelanjutan antara kedua pihak ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap 
peningkatan aktivitas dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. 3) Melalui proses audit 
yang rutin dan menyikapi temuan secara tepat, secara progresif dapat meningkatkan 
kemampuan inovasi perusahaan. 
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INTRODUCTION 

Latar Belakang 
Nilai ekonomi suatu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI. tak jarang terpampang jauh 

dari aset fisiknya, bahkan terkadang bisa terjadi pada karya cipta yang terkesan sepele dan 
tidak terlalu sulit untuk dibuat. Misalnya saja karakter Mickey Mouse yang diciptakan oleh 
Walt Disney. Dari sekian banyak karakter di bawah Disney, karakter yang paling melekat 
dalam ingatan hingga saat ini adalah Mickey Mouse. The Walt Disney Company dikenal 
sebagai perusahaan yang memiliki portofolio kekayaan intelektual yang sangat luas, yang 
menjadi salah satu faktor utama kesuksesannya. Perusahaan ini berhasil memaksimalkan 
potensi aset kekayaan intelektualnya secara optimal. Pada tahun 2019, Disney mencatat 
pendapatan mencapai 70 miliar dolar Amerika, di mana sekitar 66% dari jumlah tersebut 
berasal dari pemanfaatan hak cipta.1 

 
Istilahi Haki Kekayaani Intelektuali (HKI)i merupakani padanani darii HAKI,i yangi 

merujuki padai ketentuani dalami Undang-Undangi Nomori 7i Tahuni 1994i mengenaii 

ratifikasii perjanjiani pembentukani Organisasii Perdagangani Duniai (WTO)2. HKI 
digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak memiliki bentuk fisik. Dalam konteks 
hukum, benda dimaknaii sebagaii sesuatui yangi dapati menjadi subjek hak kepemilikan. 
Oleh karena itu, sifat-sifat hukum kebendaan juga berlaku pada HKI, termasuk 
kemampuannya untuk dialihkan kepada pihak lain3. Secara esensial, HKIi merupakani 

bentuk hak milik yang lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia, yang memiliki 
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keterkaitan dengan hak individu atau hak asasi manusia. Sebagai kekayaani pribadi, HKI 
dapati dimilikii dani diperlakukani layaknya bentuk kekayaan lainnya4. 

Sebagai respons terhadap tingginya angka pembajakan perangkat lunak di Indonesia, 
Direktorati Jenderali Haki Kekayaani Intelektuali (HKI)i pernah mengambil langkah 
preventif dengan mengirimkan surat imbauan melalui direct mailer kepada sekitar 10 ribu 
pengguna software. Surat tersebut berisi ajakan untuk menggunakan perangkat lunak yang 
sah, terutama ditujukan kepada kalangan dunia usaha dan para pelaku bisnis. Selain itu, 
upaya penguatan penegakan hukum juga dilakukan melalui penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal HKI dan Kepolisian Republik Indonesia 
pada 10 Juni 2003. Tak hanya itu, pemerintah juga menggagas pembentukan tim terpadu 
untuk memberantas pelanggaran HKI, yang terdiri dari Kepolisian,i Kejaksaani Agung,i 
Mahkamahi Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Tim ini diharapkan dapat merumuskan strategi nasional dalam menanggulangi 
pelanggaran HKI, termasuk pembajakan perangkat lunak secara menyeluruh.5 

Melihat kondisi pembajakan karya cipta di sektor hiburan di Indonesia, dapat 
disimpulkan bahwa praktik pembajakan masih terjadi dalam skala yang sangat luas. 
Rendahnya kesadaran publik dalam menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Arii 

Julianoi Gema,i selakui Deputii Fasilitasii dani Pengaturan HKI di Badani Ekonomii Kreatifi 

(Bekraf), mengungkapkan bahwai Indonesiai termasuki dalam kategori negarai dengani 

tingkati pembajakani yang tinggi. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh minimnya 
kesadarani masyarakati terhadapi pentingnyai menghormatii haki kekayaani intelektual milik 
orang lain. Berdasarkan data dari Asosiasii Industrii Rekamani Indonesiai (ASIRI),i kerugiani 

akibati pembajakani musiki padai tahuni 2017i diperkirakan mencapaii Rpi 8,4i triliun, 
sementara kerugian dari pembajakani DVD dan aktivitas pengunduhan ilegal mencapai 
sekitar Rp 1,4 triliun.6 

Mengingat potensi komersialisasi HKI dan potensi kerugian akibat HKI, maka sangat 
bijaksana jika dilakukan Audit Kekayaan Intelektual (HAK Audit) terhadap perusahaan-
perusahaan yang sudah mapan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Audit IP sebenarnya 
merupakan suatu peninjauan (review sistematis terhadap HKI yang dimiliki, digunakan, 
diusulkan untuk digunakan, atau diperoleh perusahaan). Tujuan utamanya adalah untuk 
mengidentifikasi seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh 
perusahaan dan mempertimbangkan cara yang tepat untuk memberikan perlindungan, 
terutama dari berbagai bentuk pelanggaran. Dari sudut pandang manajer, audit semacam 
ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi pengembangan dan juga 
mengoptimalkan hasil kesatuan kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh 
perusahaan. Proses untuk melakukan audit Kekayaan Intelektual biasanya melalui beberapa 
tahap, antara lain: Inisiasi, identifikasi, konsolidasi, penilaian, transfer, dan pendidikan.7 

Bagi negara-negara berkembang, hak kekayaan intelektual pada awalnya terkesan 
sebagai konsep biasa saja, namun kini mulai disadari bahwa jika ditanggapi secara serius 
maka hak kekayaan intelektual dapat membawa hasil yang konkrit dan positif. Tanpa 
perlindungan rahasia dagang, paten, hak cipta, merek dagang, negara dalam setiap tahap 
perkembangannya akan menyia-nyiakan potensinya. 

Beberapa survei yang dilakukan oleh negara-negara anggota WIPO terkait kontribusi 
hak cipta terhadap perekonomian nasional telah dilakukan oleh beberapa negara. Survei ini 
bertujuan untuk memperoleh data pasti mengenai persentase kontribusi hak cipta pada 
industri tertentu yang berbasis hak cipta terhadap perekonomian nasional sehingga dapat 
diambil langkah-langkah yang relevan untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Survei ini 
dikenal sebagai Industri berbasis hak cipta. Berdasarkan hasil survei tahun 2015 yang 
dilakukan beberapa negara menunjukkan bahwa kontribusi industri berbasis hak cipta 
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terhadap PDB Amerika Serikat meningkat menjadi 11,25%. Sedangkan di Australia 
kontribusi hak cipta terhadap PDB rata-rata berkisar antara 6,70-6,80%; Di Belanda sebesar 
5,90%; untuk tahun 2015. Sedangkan di Finlandia mencapai 4,90%.8 

Pernyataan Masalah 
1. Mengapa audit HKI terhadap perusahaan perlu dilakukan guna mengamankan 

kepentingan ekonomi perusahaan? 
2. Sejauh mana peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual mampu 

mengakomodasi kepentingan ekonomi perusahaan? 
3. Bagaimana konsep ideal agar audit HKI menjadi suatu kebutuhan demi menjaga 

kepentingan ekonomi perusahaan? 
 
Kerangka Teoritis 
1. Teori Sistem Hukum 

Menuruti Lawrencei M.i Friedman9i  sistem hukum memiliki tiga fungsi utama. 
Pertama, hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan 
mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Kedua, hukum juga berfungsi sebagai 
mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang muncul di tengah 
masyarakat. Ketiga, hukum menjalankan peran sebagai alat rekayasa sosial, di mana 
dalam konteks ini hukum digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada 
(status quo) dan cenderung menolak perubahan yang drastis.10 

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah 
diatur melalui berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang No. 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang 
Rahasia Dagang; Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan 
Varietas Tanaman; Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-
Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek; serta Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014 mengenai Hak Cipta. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah memberikan 
perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, mendorong terciptanya inovasi, 
serta memberikan penghargaan melalui sistem insentif yang dapat mencegah 
peniruan atau pembajakan. Secara umum, HKI mencakup dua kategori utama, yaitu 
hak cipta beserta hak-hak terkait (copyrights) dan hak kekayaan industri (industrial 
property rights). Pada tingkat internasional, prinsip dan standar perlindungan HKI 
tercantum dalam sejumlah perjanjian global, antara lain World Trade Organization 
Agreement (WTO), World Intellectual Property Organization (WIPO), dan Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).11 

2. Teoriii Penegakanii Hukum 
Kepastian hukum merujuk pada suatu kondisi di mana hukum bersifat tegas, 

dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Secara 
hakiki, hukum dituntut untuk memberikan kejelasan sekaligus keadilan. Pandangan 
normatif menempatkan kepastian hukum sebagai aspek yang hanya dapat ditentukan 
berdasarkan norma yang tertulis, bukan melalui pendekatan sosiologis. Kepastian 
hukum normatif tercermin ketika suatu peraturan dirumuskan dan diberlakukan 
dengan sistematika yang logis dan ketentuan yang jelas serta tidak ambigu12. 

Sebagai salah satu tujuan utama hukum, kepastian hukum menjadi sarana untuk 
mencapai keadilan melalui penerapan hukum yang konsisten. Implementasinya 
terlihat dalam penegakan hukum terhadap suatu tindakan, sehingga setiap individu 
dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dengan adanya 
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kepastian hukum, masyarakat memiliki pegangan yang kokoh untuk bertindak dalam 
kerangka hukum yang berlaku,  

 
sekaligusii menjaminii adanyaii rasaii keadilanii dalamii kehidupanii bermasyarakat13. 

 
RESEARCH METHODS 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan 
yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai 
peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu persoalan hukum tertentu. 
Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum 
tertulis serta literatur yang berkaitan, sehingga sering juga disebut sebagai penelitian 
hukum kepustakaan atau doktrinal14. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap 
asas-asas hukum, sistematika peraturan hukum, tingkat keselarasan (sinkronisasi) antar 
peraturan, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan hukum. Seluruh bentuk kajian 
tersebut bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dirumuskan sebagai pokok 
permasalahan dalam penelitian ini15. 

Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  

(library  research),  dengan  memanfaatkan  data  sekunder  sebagai  sumber  utama.  Informasi  

dikumpulkan  secara  menyeluruh  melalui  berbagai  bahan  pustaka  seperti  jurnal  ilmiah,  
artikel,  surat  kabar,  karya  akademik,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  

dengan  topik  penelitian  ini16. 
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif-analitis,  di  mana  proses  

analisis  dilakukan  secara  kritis  dengan  mengacu  pada  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  

isu  hukum  yang  diteliti.  Seluruh  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  metode  

kualitatif,  yakni  dengan  menyajikan  penjelasan  yang  utuh  dan  mendalam  secara  naratif,  
untuk  menangkap  makna  substantif  dari  fenomena  hukum  yang  dikaji  (pendekatan  

holistik/verstehen)17. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 

Relevansiii dilakukannyaii auditii HKIii suatuii perusahaanii dalamii rangkaii 
mengamankanii kepentinganii ekonomiii perusahaan 

Perusahaan  adalah  suatu  istilah  ekonomi  yang  digunakan  dalam  dunia  usaha  atau  

bisnis,  apapun  bentuknya.  Perseroan  menurut  Pasal i 1 i huruf i (b) i Undang-Undang i Nomor 

i 3 i Tahun i 1982 i tentang i Wajib i Daftar i Perusahaan i yaitu:  18 

"Perseroaniii adalahiii segalaiii bentukiii usahaiii yangiii menjalankaniii setiapiii jenisiii 

usahaiii yangiii bersifatiii tetapiii daniii berkesinambungan,iii sertaiii didirikan,iii 
bekerja,iii daniii berkedudukaniii diiii wilayahiii negaraiii Indonesiaiii denganiii 

tujuaniii memperolehiii keuntunganiii dan/atauiii laba" 
Perusahaanii memegangii peranii pentingii dalamii sistemii perekonomian,ii baikii di  

tingkat  lokal,  nasional,  maupun  global,  karena  berfungsi  sebagai  salah  satu  aktor  utama  

dalam  aktivitas  ekonomi.  Dalam  kerangka  ini,  pelaku  usaha  atau  pelaku  ekonomi  

menjalankan  dua  peran  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pertama,  menyediakan  

berbagai  jenis  barang  dan  jasa  yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  mulai  dari  

kebutuhan  pokok  hingga  kebutuhan  tambahan.  Kedua,  menjadi  wadah  penting  dalam  

penyerapan  tenaga  kerja,  sehingga  turut  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  

kesejahteraan  sosial19.  Setiap  pelaku  usaha  juga  dipandang  sebagai  subjek  hukum,  yaitu  

entitas  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  hukum.  Mereka  memiliki  kapasitas  untuk  

melakukan  tindakan  hukum,  termasuk  menjalin  hubungan  hukum,  selama  didukung  oleh  
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kemampuan  bertindak  secara  hukum  (rechtsbekwaamheid)  serta  kewenangan  hukum  

(rechtsbevoegdheid)  yang  sah  menurut i peraturan i perundang-undangan i yang i berlaku. 
Hukumii korporasiii diii Indonesiaii secaraii historisii merujukii padaii duaii sumberii 

utama,ii yakniii Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  dan  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Berdasarkan  Pasal  1  KUHD,ii hukumii dagangii 

hanyaii berlakuii apabilaii suatuii persoalanii tidakii diaturii secaraii khususii dalamii ketentuanii 

lain,ii sehinggaii KUHDii berfungsiii sebagaiii aturanii yangii bersifatii khususii (lexii specialis)ii 

terhadapii KUHPerdataii dalamii konteksii hubunganii dagang20ii Namunii demikian,ii seiringii 

denganii perkembanganii duniaii usahaii danii keragamanii bentukii badanii usaha,ii pemerintahii 

telahii mengeluarkanii berbagaiii peraturanii perundang-undanganii yangii mengaturii 

perusahaanii secaraii lebihii spesifikii berdasarkanii karakteristikii danii bentukii hukumnya.ii 
Misalnya,ii bentuk-bentukii badanii hukumii sepertiii iPerseroanii iTerbatasii idiaturii imelaluiii 

iUndang-Undangii iNo.ii i40ii iTahunii i2007ii itentangii iPerseroanii iTerbatas;ii iBadanii iUsahaii 

iMilikii iNegaraii i(BUMN)ii imelaluiii iUndang-Undangii iNo.ii i19ii iTahunii i2003;ii iBadanii 

iUsahaii iMilikii iDaerahii i(BUMD)ii melaluiii Peraturanii Pemerintahii No.ii 54ii Tahunii 2017;ii 

sertaii Badanii Usahaii Milikii Desaii (BUMDes)ii melaluiii Undang-Undangii No.ii 6ii Tahunii 

2014ii tentangii Desa.ii Sementaraii itu,ii entitasii usahaii ikoperasiii idiaturii iolehii iUndang-
Undangii iNo.ii i25ii iTahunii i1992ii itentangii iPerkoperasian.ii Seluruhii peraturanii tersebutii 

dilengkapiii denganii aturanii pelaksana,ii bahkanii hinggaii tingkatii Peraturanii Menteri,ii 
yangii mengaturii secaraii lebihii teknisii operasionalisasiii bentukii usahaii tersebut21. 

Perusahaan  merupakan  entitas  sosial  yang  terus  mengalami  perkembangan  seiring  

waktu.  Salah  satu  faktor  pendorongnya  adalah  peran  ganda  yang  dimiliki  oleh  

perusahaan,  yaitu  sebagai  bagian  dari  struktur  sosial  masyarakat  dan  sekaligus  sebagai  

pusat  aktivitas  ekonomi.  Keberadaan  perusahaan  selalu  disertai  dengan  aktivitas  transaksi  

yang  berlangsung  secara  kontinu,  tanpa  henti,  dan  berkesinambungan.  Dalam  konteks  ini,  
perusahaan  dapat  dipandang  memiliki  fungsi  manajerial  dalam  masyarakat,  karena  

masyarakat  tidakii hanyaii berperanii sebagaiii konsumenii utama,ii tetapiii jugaii sebagaiii 

pihakii yangii menopangii keberlangsunganii perusahaanii ituii sendiri22. 
Sri  Redjeki  Hartono  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  dan  keberhasilan  suatu  

perusahaan  sangat  bergantung  pada  dukungan  masyarakat.  Perusahaan  yang  berkembang  

umumnya  memiliki  kapasitas  cadangan  atau  produksi  yang  dapat  memenuhi  permintaan  

pasar  secara  berkelanjutan.  Dengan  kata  lain,  permintaan  yang  terus-menerus  dari  

masyarakat  menjadi  indikator  penting  dalam  menunjukkan  eksistensi  dan  kelangsungan  

perusahaan23. 
Setiap  sektor  dalam  kegiatan  ekonomi  memiliki  keterkaitan  erat  satu  sama  lain,  

sehingga  kebijakan  yang  ditujukan  pada  satu  sektor  tertentu  akan  membawa  dampak  

terhadap  keseluruhan  perekonomian,  termasuk  pada  tataran  makro.  Peran  perusahaan  

sebagai  pelaku  ekonomi  menjadikan  eksistensinya  sangat  strategis  dalam  mendukung  

stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  guncangan  ekonomi  seperti  krisis  

moneter  yang  pernah  melanda  Indonesia  memberikan  dampak  serius  terhadap  dunia  

usaha,  yang  kemudian  merambat  ke  sektor-sektor  ekonomi  lainnya.  Kondisi  ini  dapat  

dipahami  mengingat  perusahaan  tidak  hanya  menjadi  bagian  dari  struktur  sosial,  tetapi  

juga  menjadi  pusat  dari  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  masyarakat24. 
Kontribusi  sektor  ekonomi  terhadap  pembangunan  nasional,  khususnya  di  bidang  

industri,  sangat  signifikan.  Data  menunjukkan  bahwa  sektor  industri  menyumbang  sekitar  

21,31%  terhadap  perekonomian  nasional,  diikuti  oleh  sektor  pertanian  sebesar  13,41%,  
sektor  perdagangan  sebesar  13,37%,  dan  sektor  pertambangan  sebesar  11,06%.  Sementara  

itu,  sektor-sektor  lainnya—seperti  listrik,  igas,  idan  iair  ibersih;  ikonstruksi;  iperdagangan,  
ihotel  idan  irestoran;  itransportasi  idan  ikomunikasi;  ikeuangan;  ireal  iestate  idan  ijasa  

iperusahaan;  serta  sektor  jasa  lainnya  secara  kumulatif  menyumbang  sekitar  40,85%  
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terhadap  struktur  perekonomian  tersebut25. 
Saat  ini  banyak  bermunculan  perusahaan-perusahaan  baru  di  berbagai  bidang  jasa  

dan  bisnis  di  Indonesia,  perkembangannya  menyesuaikan  dengan  laju  perkembangan  

perekonomian  yang  terus  meningkat.  Jumlah  perusahaan-perusahaan  baru  yang  didirikan  

secara  perlahan  mulai  menyamai  perusahaan-perusahaan  senior  yang  didirikan  terlebih  

dahulu.  Perusahaan  menjalankan  dua  peran  penting  dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonomi.  
Pertama,  perusahaan  berfungsi  sebagai  bagian  integral  dari  struktur  masyarakat.  Kedua,  
perusahaan  bertindak  sebagai  pusat  aktivitas  masyarakat.  Di  manapun  perusahaan  

beroperasi,  aktivitas  transaksi  ekonomi  akan  berlangsung  secara  terus-menerus,  tanpa  

henti,  dan  berkesinambungan.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  juga  memiliki  

peran  manajerial  dalam  masyarakat,  mengingat  masyarakat  berperan  ganda:  sebagai  

konsumen  utama  atas  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan,  sekaligus  sebagai  elemen  vital  

yang  menopang  keberlangsungan  hidup  perusahaan  tersebut.26 
Perusahaan  memiliki  peran  multifungsi  dalam  sistem  ekonomi,  yaitu  sebagai  

produsen,  konsumen,  dan  distributor.  Dalam  kapasitasnya  sebagai  produsen,  perusahaan  

menjalankan  proses  produksi  barang  atau  jasa.  Sementara  dalam  perannya  sebagai  

konsumen,  perusahaan  melakukan  aktivitas  pengadaan  terhadap  berbagai  kebutuhan  

produksi,  seperti  bahan  baku,  peralatan,  dan  tenaga  kerja.  Adapun  sebagai  distributor,  
perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  sosial  untuk  mendistribusikan  hasil  produksi  secara  

adil  dan  turut  serta  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja  serta  masyarakat  

luas.27 
Pemerintah  dan  sektor  swasta  memegang  peranan  penting  dalam  membentuk  

stabilitas  dan  pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara.  Kolaborasi  yang  saling  

melengkapi  dan  berkelanjutan  antara  kedua  sektor  tersebut  mampu  memberikan  dampak  

signifikan  terhadap  peningkatan  aktivitas  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  

hal  ini,  sektor  pemerintahan  diklasifikasikan  sebagai  sektor  publik,  yakni  himpunan  

institusi  ekonomi  negara  yang  bertugas  mengelola  dan  mengarahkan  kehidupan  

masyarakat  menuju  kesejahteraan  kolektif.28  Sementara  itu,  sektor  swasta  memiliki  

orientasi  yang  berbeda  karena  fokus  utamanya  terletak  pada  pencapaian  keuntungan  

finansial.  Perbedaan  antara  sektor  publik  dan  swasta  tidak  hanya  terletak  pada  tujuan  

akhir,  tetapi  juga  mencakup  faktor-faktor  pendukung  seperti  sumber  pendanaan,  bentuk  

akuntabilitas,  struktur  organisasi,  sistem  anggaran,  dan  sistem  akuntansi  yang  digunakan.  
Sumber  pembiayaan  sektor  publik  biasanya  berasal  dari  penerimaan  negara  seperti  pajak,  
retribusi,  obligasi  pemerintah,  keuntungan  BUMN,  hibah,  serta  hasil  penjualan  aset  

negara.  Sebaliknya,  sektor  swasta  memperoleh  dana  melalui  berbagai  sumber  seperti  

pembiayaan  internal,  modal  pemilik,  laba  ditahan,  penjualan  aset,  pinjaman  bank,  
penerbitan  saham,  maupun  obligasi  komersial. 

Bentuk  usaha  yang  dijalankan  oleh  suatu  perusahaan  atau  badan  usaha  tergantung  

dari  pendiri  perusahaan  atau  badan  usaha  tersebut,  karena  ada  iberbagai  imacam  ibentuk  

ibadan  iusaha  iyang  idapat  idijalankan.  iChidir  iAli  imenjelaskan  ibahwa  ibadan  iusaha  

imemiliki  iunsur-unsur  isebagai  iberikut:29 
1) Badan  iusaha  iadalah  iperwujudan  idan  iperwujudan  iorganisasi  iperusahaan  iyang  

imempunyai  ikomponen-komponen  iberupa  icara  ikerja,  ibentuk  iwadah  ikerja,  idan  

ibentuk/besarnya  itanggung  ijawab  ipengurus  idan  ianggota; 
2) Badan  iusaha  imenghasilkan  ikeuntungan  iyang  idiperoleh  idari  ihasil  ipemasaran  

iberupa  ibarang  idan  iatau  ijasa  iyang  idihasilkan  ioleh  isuatu  iperusahaan; 
3) Badan  iusaha  iyang  imerupakan  iperwujudan  isuatu  ibadan  iusaha  iyang  iterorganisir;  

iDan 
4) Badan  iusaha  idalam  ibentuk  iabstrak,  i(yang  ipada  ihakekatnya  ibadan  iusaha  iadalah  

isuatu  iorganisasi  isuatu  iperusahaan,  iyang  idiketahui  iumum,  idan  iuntuk  
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ipembedaannya  ididasarkan  ipada  ibentuk  ibadan  iusaha  iyang  itertulis  idi  idepan  

inamanya  iseperti:  iCV.  iFa.  iPT  idan  isebagainya.  iSedangkan  iyang  idilihat  isecara  

ikongkrit  idari  isuatu  ibadan  iusaha  iadalah  iperusahaan. 
 

Tersedianya  regulasi  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  dalam  mengakomodir  

kepentingan  ekonomi  perusahaan 
Konsep  tentang  perseroan  pertama  kali  dikenalkan  secara  yuridis  dalam  iPasal  i6  

iKitab  iUndang-Undang  iHukum  iDagang  i(KUHD),  yang  mengatur  kewajiban  pencatatan  

bagi  setiap  individu  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berbentuk  perseroan1.  Dalam  

pandangan  Soekardono,  istilah  perseroan  tidak  hanya  memiliki  dimensi  ekonomi,  tetapi  

juga  merupakan  bagian  dari  ranah  Hukum  Perdata,  khususnya  dalam  cabang  Hukum  

Dagang.  Kehadiran  Staatblad  1938  No.  276  menjadi  tonggak  penting  karena  secara  resmi  

mengintegrasikan  istilah  perseroan  ke  dalam  sistem  hukum  dagang,  menggantikan  

terminologi  lama  seperti  "pedagang"  dan  "perbuatan  dagang"31 

Masuknya  istilah  "perseroan"  ke  idalam  iKitab  iUndang-Undang  iHukum  iDagang  

i(KUHD)  bermula  dari  ditemukannya  sejumlah  kelemahan  dalam  pengaturan  KUHD  

sebelumnya.  Meskipun  demikian,  istilah  tersebut  tidak  dirumuskan  secara  eksplisit  

sebagaimana  istilah  lain  seperti  "pedagang",ii "perdagangan",  atau  "akta"  yang  telah  

memiliki  definisi  lebih  tegas  dalam  KUHD32.  Seiring  dengan  dinamika  dan  kompleksitas  

dunia  usaha  yang  terus  berkembang,  sejumlah  ketentuan  dalam  Buku  I  KUHD  khususnya  

yang  mengatur  perdagangan  secara  umum  dinilai  sudah  tidak  lagi  relevan.  Hal  ini  

menjadi  alasan  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  mencabut  Pasal  2  hingga  Pasal  5  

KUHD  melalui  Staatblad  1938  Nomor  276.  Perubahan  tersebut  menandai  dimulainya  era  

baru  dalam  penerapan  hukum  dagang  di  Indonesia,  di  mana  sejak  17  Juli  1938,  ketentuan  

KUHD  tidak  lagi  terbatas  bagi  profesi  pedagang  semata,  tetapi  juga  mencakup  pelaku  

usaha  yang  tidak  secara  formal  disebut  pedagang.  Akibatnya,  istilah  i"pedagang"  idan  

i"perdagangan"  isecara  iresmi  idihapuskan  idan  idigantikan  idengan  iistilah  i"perusahaan"  

yang  memiliki  cakupan  lebih  luas  dan  kontekstual  dengan  perkembangan  ekonomi  

modern.33 
Istilah  "perseroan"  muncul  sebagai  bagian  dari  proses  pembaruan  dalam  sistem  

Hukum  Dagang.  Sejak  dicabutnya  beberapa  ketentuan  dalam  Buku  I  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  istilah  "pedagang"  dan  "perdagangan"  (commerce)  

dianggap  sudah  tidak  lagi  representatif  untuk  menggambarkan  realitas  pelaku  usaha  

modern.  Istilah-istilah  tersebut  dinilai  tidak  memadai  dalam  mencerminkan  kepentingan  

para  ipelaku  iusaha,  baik  secara  individual  maupun  kolektif,  termasuk  masyarakat  yang  

memiliki  keterkaitan  atau  kepentingan  dalam  aktivitas  perusahaan  secara  langsung  

maupun  tidak  langsung.34 

Perseroan  didefinisikan  secara  ijelas  imenurut  ihukum  iIndonesia  untuk  ipertama  

ikalinya  idalam  iPasal  i1  ihuruf  i(b)  iUndang-Undang  iNomor  i3  iTahun  i1982  itentang  

iWajib  iDaftar  iPerusahaan  iyang  iberbunyi: 

"Perusahaan  iadalah  isegala  ibentuk  iusaha  iyang  imenjalankan  isegala  ijenis  

iusaha  iyang  ibersifat  itetap  idan  iberkesinambungan  iserta  ididirikan,  ibekerja,  
idan  iberkedudukan  id i iwilayah  iNegara   ndonesia  idengan  itujuan  imemperoleh  

ikeuntungan  idan/atau  ikeuntungan" 
Definisi  tersebut  mengandung  persyaratan  bahwa  suatu  perusahaan  harus  didirikan,  

beroperasi,  dan  memiliki  kedudukan  hukum  di  wilayah  Indonesia.  Selain  itu,  ruang  

lingkup  kegiatan  perusahaan  harus  berada  dalam  sektor  ekonomi,  seperti  industri,  
perdagangan,  jasa,  atau  pembiayaan.  Dalam  konteks  ini,  pengertian  perusahaan  juga  

mencakup  entitas  usaha  yang  dikelola  atau  berada  di  bawah  naungan  lembaga  sosial,  
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termasuk  yayasan.  Namun,  fokus  utama  tetap  tertuju  pada  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  

oleh  entitas  tersebut,  bukan  pada  karakter  sosial  atau  status  kelembagaannya.35 

 
Pengertian  perseroan  kemudian  diatur  ulang  dalam  iPasal  i1  iayat  i(1)  iUndang-

Undang  iNomor  i8  iTahun  i1997  itentang  iDokumen  iPerusahaan  iyang  iberbunyi: 

"Perseroan  adalah  isegala  ibentuk  iusaha  iyang  imelakukan  ikegiatan  isecara  

iteratur  idan  iterus-menerus  idengan  imemperoleh  ikeuntungan  idan/atau  

ikeuntungan,  ibaik  iyang  idiselenggarakan  ioleh  iorang  iperseorangan  imaupun  

ibadan  iusaha  iyang  iberbentuk  ibadan  ihukum  imaupun  ibukan  ibadan  ihukum,  iyang  

ididirikan  idan  iberkedudukan  id i iwilayah  iNegara  iRepublik   ndonesia." 
Perusahaan  atau  badan  usaha  merupakan  salah  satu  entitas  dalam  suatu  negara  yang  

menentukan  laju  pembangunan  perekonomian.  Perusahaan  atau  badan  usaha  masuk  

dalam  wilayah  hukum  perdata,  hubungan  yang  terjadi  antara  para  pihak  berada  dalam  

ranah  privat.  Walaupun  perusahaan,  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak,  dapat  terlibat  

dalam  urusan  publik,  namun  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  didominasi  oleh  

urusan  privat,  bukan  publik.  Badan  usaha  merupakan  entitas  hukum  sekaligus  unit  

ekonomi  yang  dibentuk  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha  secara  tetap  dan  berkelanjutan.  
Pembentukannya  dilakukan  di  wilayah  hukum  Indonesia,  dan  operasionalnya  ditujukan  

untuk  memperoleh  keuntungan.  Ciri  utama  dari  badan  usaha  adalah  keberadaannya  yang  

sah  secara  yuridis,  orientasi  pada  kegiatan  ekonomi,  serta  tujuan  komersial  yang  jelas.36 

Penggunaan  istilah  "badan  usaha"  dalam  kerangka  hukum  nasional  pertama  kali  

secara  eksplisit  muncul  dalam  iUndang-Undang  iNomor  i8  iTahun  i1997  itentang  

iDokumen  iPerusahaan.  Dalam  bagian  iketentuan  iumum,  disebutkan  bahwa  perseroan  

mencakup  segala  bentuk  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  secara  tetap  dan  

berkesinambungan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan.  Kegiatan  tersebut  dapat  

diselenggarakan  baik  oleh  individu  maupun  oleh  badan  usaha,  yang  dapat  berbentuk  

badan  hukum  ataupun  bukan  badan  hukum,  asalkan  didirikan  dan  berkedudukan  di  

wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.37 

Di  samping  persoalan  mengenai  bentuk  hukum  badan  usaha,  terdapat  pula  beberapa  

peraturan  iperundang-undangan  ilain  iyang  imemiliki  iketerkaitan  ierat  dan  patut  menjadi  

perhatian,  di  antaranya  adalah  Undang-Undang  iNomor  i3  iTahun  i1982  itentang  iWajib  

iDaftar  iPerusahaan  idan  iUndang-Undang  iNomor  i8  iTahun  i1997  itentang  iDokumen  

iPerusahaan.  Kedua  regulasi  ini  berperan  penting  karena  secara  formal  mengadopsi  dan  

memperkenalkan  istilah  “perusahaan”  serta  “badan  usaha”  ke  dalam  sistem  hukum  

nasional.  Istilah-istilah  tersebut  menggantikan  penggunaan  istilah  lama  seperti  

“pedagang”  dan  “perdagangan”  yang  sebelumnya  tercantum  dalam  Pasal  2  hingga  Pasal  

5  KUHD,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Memorie  van  Toelichting.  Pentingnya  legalitas  

badan  usaha  tercermin  dalam  fungsi  identitas  hukum  yang  melekat  padanya,  yang  

berperan  sebagai  dasar  pengakuan  formal  terhadap  eksistensi  badan  usaha  di  mata  hukum  

dan  masyarakat.  Legalitas  ini  tidak  hanya  menjadi  bukti  pendirian,  tetapi  juga  menjadi  

prasyarat  dalam  menjalin  hubungan  hukum  dengan  pihak  lain  secara  sah.38 
 
Konsep  ideal  audit  HKI  menjadi  sebuah  kebutuhan  demi  menjaga  kepentingan  

ekonomi  perusahaan 
Meningkatnya  dinamika  dan  kompleksitas  aktivitas  bisnis  dewasa  ini  menuntut  

adanya  ketahanan  yang  kuat  dari  pelaku  usaha  dalam  imenghadapi  ipersaingan  iyang  

isemakin  ikompetitif.  iDalam  ikonteks  iini,  laporan  keuangan  memiliki  peran  strategis  

sebagai  alat  utama  dalam  menunjang  operasional  perusahaan.  Sebagai  produk  dari  proses  

akuntansi,  laporan  keuangan  berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  informasi  keuangan  

dan  aktivitas  operasional  perusahaan  kepada  berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Salah  
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satu  strategi  yang  dapat  ditempuh  untuk  memperkuat  ketahanan  sekaligus  meningkatkan  

daya  saing  perusahaan  adalah  dengan  mengoptimalkan  peran  auditor  internal  sebagai  

pengawas  dan  penjamin  akuntabilitas  keuangan  perusahaan.39 

Menurut  Arens,  audit  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyampaikan  suatu  opini  

profesional  dari  auditor  terkait  kewajaran  penyajian  laporan  keuangan.  Opini  ini  

mencerminkan  apakah  laporan  keuangan  tersebut  telah  disusun  sesuai  dengan  prinsip  

akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  apakah  seluruh  informasi  material  telah  disajikan  

secara  wajar.  Kehadiran  opini  auditor  ini  berperan  penting  dalam  meningkatkan  itingkat  

ikepercayaan  ipara  ipengguna  ilaporan  ikeuangan  iterhadap  iinformasi  iyang  idisajikan.40 

Audit  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  proses  evaluasi  menyeluruh  

terhadap  kebijakan  dan  prosedur  yang  diterapkan  oleh  suatu  organisasi  atau  perusahaan  

dalam  mengelola  aset-aset  kekayaan  intelektualnya.  Melalui  audit  ini,  perusahaan  dapat  

meninjau  kembali  strategi  identifikasi,  akuisisi,  dan  perlindungan  terhadap  HKI  yang  

dimiliki,  sekaligus  mengantisipasi  potensi  pelanggaran  terhadap  hak  milik  intelektual  

pihak  lain41.  Audit  HKI  juga  berfungsi  sebagai  langkah  preventif  untuk  meminimalkan  

risiko  hukum  atau  kerugian  bisnis  yang  mungkin  timbul  akibat  ketidaktahuan  terhadap  

kewajiban  hukum  yang  melekat  pada  penggunaan  HKI  pihak  ketiga.  Dengan  demikian,  
tujuan  strategis  dari  audit  ini  adalah  untuk  menciptakan  kepastian  dan  kenyamanan  dalam  

aktivitas  bisnis  secara  menyelur.42 

Pelaksanaan  audit  yang  mencakup  pengelolaan  dan  pendataan  aset  Hak  Kekayaan  

Intelektual  (HKI)  merupakan  bagian  integral  dari  strategi  manajemen  risiko  dalam  dunia  

usaha.  Proses  identifikasi  serta  mitigasi  terhadap  berbagai  potensi  risiko  menjadi  sangat  

krusial,  mengingat  bahwa  setiap  kegiatan  operasional  perusahaan  selalu  mengandung  

unsur  ketidakpastian  yang  dapat  memengaruhi  pencapaian  tujuan  bisnis.  Risiko  dalam  

konteks  ini  dipahami  sebagai  kemungkinan  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  belum  pasti,  
namun  apabila  terjadi,  dapat  menimbulkan  dampak  material  yang  signifikan  terhadap  

keberhasilan  perusahaan  dalam  mencapai  target-targetnya.43 

Prinsip  going  concern  atau  kelangsungan  usaha  mengandung  asumsi  bahwa  suatu  

entitas  bisnis  memiliki  kemampuan  untuk  terus  menjalankan  operasionalnya  dalam  

jangka  panjang  dan  tidak  menghadapi  risiko  likuidasi  dalam  waktu  dekat.  Kelayakan  

suatu  perusahaan  untuk  tetap  beroperasi  dinilai  berdasarkan  indikasi  keberlanjutan  

usahanya,  yang  biasanya  tercermin  dalam  laporan  audit.  Auditor  sebagai  pihak  

independen  memiliki  kompetensi  profesional  untuk  memberikan  penilaian  apakah  

iperusahaan  iberada  idalam  ikondisi  isehat  isecara  ifinansial  iatau  ijustru  imengarah  pada  

potensi  kebangkrutan. 
Konsep  going  concern  merujuk  pada  asumsi  bahwa  suatu  entitas  usaha  akan  terus  

beroperasi  secara  menyeluruh  dan  berkesinambungan,  dengan  mempertimbangkan  

berbagai  faktor  penunjang.  Istilah  ini  menggambarkan  kapasitas  perusahaan  untuk  

mengelola  dan  menyelesaikan  tantangan  bisnis  secara  wajar  dalam  situasi  normal.  
Meskipun  perusahaan  tengah  menghadapi  tekanan  finansial,  penerapan  prinsip  going  

concern  menandakan  bahwa  aktivitas  usaha  masih  berjalan  sebagaimana  mestinya.  
Keberadaan  opini  auditor  mengenai  kelangsungan  usaha  menjadi  indikator  penting  dalam  

menilai  apakah  perusahaan  yang  diaudit  memiliki  prospek  untuk  bertahan  dalam  jangka  

waktu  yang  dapat  diperkirakan.  Dalam  proses  audit,  auditor  mempertimbangkan  sejumlah  

aspek  krusial,  antara  lain  kinerja  keuangan,  kondisi  ekonomi  eksternal  yang  berdampak  

pada  entitas,  kemampuan  membayar  kewajiban,  serta  proyeksi  kebutuhan  likuiditas  di  

masa  mendatang44.  Audit  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  ditindaklanjuti  dengan  

respons  strategis  terhadap  temuan  yang  muncul,  dapat  mendorong  peningkatan  kapasitas  

inovatif  perusahaan  secara  berkelanjutan45 
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KESIMPULAN 
Hasil  temuan  menunjukkan  beberapa  hal  penting  sebagai  berikut: 
a. Istilah  "perseroan"  pertama  kali  diakomodasi  secara  resmi  dalam  ketentuan  iPasal  i6  

iKitab  iUndang-Undang  iHukum  iDagang  i(KUHD),  iyang  imengatur  ikewajiban  

pencatatan  bagi  setiap  individu  atau  pihak  yang  menjalankan  kegiatan  dalam  bentuk  

perseroan. 
b. Peran  pemerintah  dan  sektor  swasta  sangat  strategis  dalam  menciptakan  stabilitas  dan  

pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Hubungan  timbal  balik  yang  terjalin  secara  

berkesinambungan  antara  keduanya  mampu  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  

peningkatan  aktivitas  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum. 
c. Pelaksanaan  audit  secara  rutin,  disertai  dengan  tindak  lanjut  yang  tepat  terhadap  

temuan-temuan  yang  ada,  dapat  mendorong  perusahaan  untuk  meningkatkan  kapasitas  

inovasinya  serta  memperkuat  daya  saing  di  tengah  dinamika  bisnis  yang  kompetitif. 
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